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KASUS KAPAL MOROWALI
Lagi, Tuntutan
Plt Bupati Ditunda

PALU, MERCUSUAR - Untuk ketiga kali, Majelis
Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri
(PN) Palu, menjadwalkan ulang sidang pembacaan
tuntutan terhadap mantan pelaksana tugas (PIt)
Bupati Morowali, Datlin Tamalagi (73), Selasa
(10/12/2013).

'Penundaan sidang berdasarkan permohonan JPU,
karena tuntutan masih dalam proses.

Datlin Tamalagi merupakan salah satu terdakwa
kasus dugaan korupsi penyertaan modal Pemerin-
tah Kabupaten (Pemkab) Morowali pada Perusa-
haan Daerah (Prusda), untuk pengadaan kapal
tahun 2006. “Tuntutan belum siap, kami mohon
penundaan sidang,” tutur JPU Hendra Hermawan
SH dan Cokorda Dian Permana SH.

‘Mendengar permohonan tersebut; Majelis Ha-
kim diketuai Rommel F Tampubolon SH, langsung
menunda sidang hingga Kamis (12/12/2013)
mendatang.

Hanya saja, ia mengingatkan bahwa penundaan
sidang itu merupakan yang terakhir. Apabila
pada sidang Kamis (12/12/2013) mendatang
tuntutan JPU juga belum siap, maka dianggap ti-
dak ada tuntutan. “Sidang ditunda hingga Kamis
(12/12/2013), untuk memberikan kesempatan JPU
menyampaikan tuntutannya. Memerintahkan JPU
menghadirkan terdakwa pada siding selanjutnya,”
tutup Rommel.

Sebelumnya, jadwal pembacaan tuntutan oleh
JPU terhadap terdakwa Datlin Tamalagi pada Selasa
(3/12/2013) lalu. Namun karena tuntutan JPU
belum siap, maka Majelis Hakim menjadwalkan
ulang sidangnya Selasa (10/12/2013).

Diketahui, dalam kasus itu Datlin Tamalagi di-
dakwa merugikan keuangan negara Rp4 miliar
bersama-sama Sekretaris Kabupaten Morowalj,
Syahrir Ishak; Direktur Prusda, Herman Gamal
serta pemilik kapal Khoirony F Cadda yang berkas
perkaranya terpisah. :

Sehingga didakwa melanggar Pasal 2 Ayat (1),
subsidair Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun
1999 yang telah diubah dengan UU Nomor 20
Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi Jo
Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1)
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